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PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mj

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan
Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan
Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:
AKRAM BIN HASIL, NIK 7602030605940002, tempat dan tanggal lahir Malolo,
06 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di
Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae
Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1.
HUSNI BINTI JALIL, NIK 7605084107990021, tempat dan tanggal lahir Tamo,
05 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat kediaman di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon II.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta memeriksa alat
bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 15 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal
15 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 08 Februari 2016 di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju
dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Jalil, yang

selanjutnya diserahkan perwaliannya kepada Imam, dinikahkan oleh Imam
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Desa Pure bernama Sahrul, dengan maskawin berupa Seperangkat alat
sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing
bernama Mansur dan Sukri;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon |l berstatus
gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il
telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Suci Julianti binti Akram lahir 27 Juli 2017
2. Nur Afifah Fitiya binti Akram lahir 24 November 2019
3. Nur Asifah binti Akram lahir 03 Agustus 2022

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak melaporkan pernikahannya ke
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon
tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah
untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon | dan
Pemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Akram bin Hasil dengan
Pemohon Il, Husni binti Jalil yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari
2016 di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuiju;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;
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Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman
Pengadilan Agama Majene dan sejak diumumkan sampai pada tanggal
persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap
permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon lI;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan Pemohon
Il telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai
dengan membacakan surat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jalil bin Hamma Ali, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tomo, Kelurahan
Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Saksi mengaku
sebagai Menantu dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II. Pemohon | bernama
Akram bin Hasil, sedangkan Pemohon Il bernama Husni binti Jalil;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon | dan
Pemohon |l pada tanggal 8 Februari 2016 di Kecamatan Kalukku,
Kabupaten Mamuju;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Jalil, yang
selanjutnya diserahkan perwaliannya kepada Imam, dan vyang
menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Imam Desa Pure
bernama Sahrul, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat
dibayar tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon Il;
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- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu
Mansur dan Sukri;
- Bahwa Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon Il berstatus
gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan
atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah
karena pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l tidak dilangsungkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk
penertiban akta nikah Pemohon | dan Pemohon Il dan keperluan lainnya;
2. Sukri bin Islam, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung,
Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai
Keponakan dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II. Pemohon | bernama
Akram bin Hasil, sedangkan Pemohon Il bernama Husni binti Jalil;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon | dan
Pemohon Il pada tanggal 8 Februari 2016 di Kecamatan Kalukku,
Kabupaten Mamuiju;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Jalil,
yang selanjutnya diserahkan perwaliannya kepada Imam, dan yang
menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Imam Desa Pure
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bernama Sahrul, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat
dibayar tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu
Mansur dan Sukri;

- Bahwa Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon Il berstatus
gadis;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas

pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan

atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah

karena pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak dilangsungkan

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan

penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk

penertiban akta nikah Pemohon | dan Pemohon Il dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon | dan
Pemohon Il membenarkannya, selanjutnya Pemohon | dan Pemohon I
menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon
penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya
dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il pada
pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon II
sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat
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Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian
hukum tentang hubungan Pemohon | dan Pemohon Il dan keperluan lainnya.
Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon | dan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon | dan Pemohon I
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon
I dan Pemohon Il mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon | dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon | dan Pemohon Il bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang
lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308
dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalii Pemohon | dan Pemohon I
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada tanggal 8
Februari 2016 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah
adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Jalil, yang selanjutnya
diserahkan perwaliannya kepada Imam, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang
saksi bernama Mansur dan Sukri dengan maskawin berupa seperangkat alat
shalat dibayar tunai;
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- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan

dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak

yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah

memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi

syarat dan rukun pernikahan;

- Bahwa tidak ada halangan syar’i terhadap pernikahan Pemohon |

dengan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilangsungkan tidak

di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak

memperoleh Buku Nikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il serta anak mereka membutuhkan

Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat

Hakim, antara lain:

Dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

L5 935 e dbgibs &e 555 oli3l ole By w383l o 5
J33E yraalivs

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,

harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan

syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
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yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab
dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum
Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar
larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mohon agar
pernikahannya dapat disahkan untuk penertiban akta nikah Pemohon | dan
Pemohon Il dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan
dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula
tidak ada orang yang keberatan, maka Hakim dapat menetapkan bahwa
hubungan hukum (rechts bettrekking) antara Pemohon | dengan Pemohon Il
adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi
Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang
layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il agar disahkan pernikahannya patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kepada Pemohon | dan Pemohon Il diwajibkan untuk mencatatkan
perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Akram bin Hasil) dengan
Pemohon Il (Husni binti Jalil) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari
2016 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

3. Memerintahkan Pemohon | (Akram bin Hasil) dengan Pemohon Il (Husni
binti Jalil) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sejumlah
Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari
Selasa tanggal 30 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab
1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Anisa Pratiwi, S.H.l. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene,
dibantu oleh Juarsih, S.Sy. selaku Panitera Sidang, dan dihadiri pula oleh
Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,
t.t.d.

Anisa Pratiwi, S.H.l.

Panitera Pengganti,
ttd

Juarsih, S.Sy
Perincian biaya :

- PNBP ‘Rp 60.000,00
- Biaya Perkara ‘Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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